
 

 

 

 
 

 

 
 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR   22    TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2               

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6858); 

 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11               

Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Demak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  

2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. 



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang berkenaan. 

11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 

dengan kewenangan Daerah guna menandai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun 

non fisik yang merupakan urusan Daerah. 

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp  477.198.401.098,80 

2. Pendapatan Transfer Rp 1.914.411.159.769,00 

3. Lain-lain PAD yang sah Rp    11.108.308.756,00 

 Jumlah Rp   2.402.717.869.623,80 

 



b. Belanja 

1. Belanja Operasi 

Belanja Pegawai  Rp  888.872.460.290,00 

Belanja Barang dan Jasa Rp 676.682.525.320,00 

Belanja Hibah Rp    97.499.400.243,00 

Belanja Bantuan Sosial  Rp      39.511.175.770,00 

Jumlah Rp 1.702.565.561.623,00 

 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal Peralatan dan   

Mesin Rp 101.121.674.665,00 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan Rp 136.701.693.501,00 

Belanja Modal Jalan, Irigasi 

dan Jaringan Rp 101.011.830.899,00 

 

Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya  Rp 5.466.167.420,00 

Jumlah Rp 344.301.366.485,00 

 

3. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga Rp         0,00  

 

4. Belanja Transfer 

Belanja Bagi Hasil   Rp     19.317.115.191,00 

Belanja bantuan Keuangan Rp   421.158.584.000,00 

Jumlah      Rp   440.475.699.191,00 

 

Defisit    Rp        84.624.757.675,20 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp 242.262.250.642,29 

2. Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00 

Pembiayaan netto Rp 227.262.250.642,29 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan (SILPA)      Rp 142.637.492.967,09 

 

Pasal 3 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

(3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

             Ditetapkan di Demak 

             pada tanggal   31 Agustus 2023 

 

             BUPATI DEMAK 

   

 TTD 

 

                                   EISTI’ANAH 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal   31 Agustus 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

AKHMAD SUGIHARTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR    22 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 Plt. ASISTEN I  

3 Plt. KABAG HUKUM  

4 KA BPKPAD  


